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ABSTRAK

ILHAM ZANDRI 19042010 : Penerapan E-Government Dalam Pelayanan
Publik Melalui Sistem Penandatanganan Elektronik (Sakato Sign) Studi Pada
DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera
Barat mengimplementasikan Sistem Penandatangan Elektronik atau Sakato Sign
pada tahun 2018 yang bekerja sama dengan Lemsaneg (Lembaga Sandi Negara)
sebagai bentuk modernisasi layanan perizinan. Namun, penerapan Sakato Sign
menghadapi beberapa kendala. Pertama, keterbatasan sistem yang hanya dapat
digunakan pada perangkat berbasis Android, bukan diberbagai platform perangkat.
Kedua, ketergantungan pada koneksi internet yang stabil karena sistem berbasis
teknologi online. Ketiga, sering terjadi eror pada sistem karena pembagian server
dengan sistem lain. Keempat, keterbatasan pada sistem sakato sign yang hanya bisa
menandatangani perizinan sebanya 30 perizinan dalam sehari yang menyebabkan
keterlambatan penyelesaian tanda tangan perizinan yang tidak sesuai SOP. Kelima,
kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terkait tanda tangan
elektronik. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif, yang memberikan gambaran nyata tentang penerapan Sakato
Sign dan proses analisis data berkelanjutan untuk memahami kondisi objek yang
alamiah. Hasil penelitian bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat belum sepenuhnya mencapai kesuksesan dalam
menerapkan  e-government dalam pelayanan publik melalui sistem
penandatanganan elektronik (SAKATO SIGN) karena masih menghadapi beberapa
hambatan dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : Penerapan E-goverment, Pelayanan Publik, Sistem Penandatanganan
Elektronik
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003, yang menetapkan tanggung jawab
badan pemerintah pusat dan daerah dan menekankan pentingnya layanan
pemerintah yang dapat diakses secara online, memulai pengembangan
pemerintah elektronik di Indonesia. Menurut Inpres, gubernur, walikota, dan
dewan eksekutif masing-masing diberi tugas untuk merancang strategi untuk
menerapkan e-government di wilayah mereka.

Bidang pelayanan publik adalah salah satu contoh implementasi e-
Government di Indonesia. Pada dasarnya, pelayanan publik di Indonesia
diberikan melalui tatap muka atau kontak langsung antara masyarakat dan
penyelenggara pelayanan publik, yang sering dianggap tidak efisien dan tidak
efektif karena antrian panjang yang dapat menyebabkan penyimpangan atau
KKN yang dapat menyebabkan sanksi pidana. Pemerintah menggunakan
teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik. Peran perangkat komputer
dan teknologi komunikasi tidak terpengaruh oleh teknologi informasi.

Dalam proses reformasi birokrasi, pemerintah Provinsi Sumatera Barat
terus berusaha meningkatkan kinerja dan reformasi pelayanan publik.
Pendayagunaan aparatur negara, baik kelembagaan, SDM aparatur,
ketatalaksanaan, akuntabilitas, dan pengawasan, ditujukan untuk

meningkatkan kualitas pelayanan publik.



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk mewujudkan
pemerintahan yang baik, yang memerlukan kerja keras dan akselerasi yang
cepat dari seluruh pihak yang terlibat. Penerapan e-goverment di seluruh sektor
pemerintahan adalah salah satu media yang mendukung hal ini. Untuk
pemerintahan yang efektif dan efisien, teknologi informasi harus digunakan.
mempercepat proses birokrasi yang selama ini dianggap menghambat
percepatan layanan. Sangat penting untuk segera mengatasi perbedaan antara
pemerintah dan masyarakat dalam hal keterlibatan dalam pembangunan serta
meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengontrol pemerintah.

Saat ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat telah memfasilitasi lebih dari 247 jenis izin dan
persetujuan non-izin dari 19 sektor berbeda. Semua jenis izin ini dapat
diselesaikan melalui layanan online menggunakan aplikasi pelayanan
perizinan bernama Sakato, yang disingkat sebagai SIP SAKATO. Aplikasi ini
menyediakan layanan perizinan secara digital untuk mendaftar, melacak status
izin, melaporkan masalah, serta memiliki fitur Sistem Informasi Geografis
(SIG) yang memungkinkan masyarakat untuk memeriksa lokasi izin secara
visual.

Untuk meningkatkan layanan publik dan mendukung penerapan e-
government di lingkungan pemerintah, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan perizinan melalui sistem
perizinan online SIP SAKATO. Aplikasi berbasis web ini memungkinkan

pemerintah memberikan layanan perizinan yang lebih cepat, mudah, dan



transparan. Selain itu, dokumen yang diperlukan untuk proses pengajuan izin
dapat diupload melalui aplikasi ini. Selain itu, masyarakat diberikan

kemudahan untuk mengetahui status perizinan yang mereka daftarkan.

Oleh karena kemajuan dalam era digitalisasi yang melibatkan segala aspek,
diperlukan pelayanan yang efisien dan efektif yang dapat dijangkau dengan
mudah oleh semua orang. Hal ini mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
untuk menerapkan konsep pemerintahan elektronik dalam layanan yang
mereka berikan kepada masyarakat. Salah satu implementasinya adalah
melalui penggunaan Sistem Penandatanganan Elektronik, yang dikenal dengan

sebutan Sakato Sign.

Sistem penandatanganan elektronik memungkinkan tanda tangan digital
untuk menggantikan tanda tangan fisik pada dokumen resmi. Hal ini
memudahkan proses administrasi dan mengurangi biaya yang diperlukan untuk
mencetak, mengirim, dan menyimpan dokumen fisik. Selain itu, e-signature
juga memastikan keamanan dan keabsahan dokumen yang ditandatangani

secara elektronik.

Dalam konteks e-government, sistem penandatanganan elektronik dapat
digunakan untuk mempercepat proses pelayanan publik seperti pengajuan izin,
pembayaran pajak, atau pendaftaran surat elektronik. Dengan adanya sistem

ini, masyarakat dapat memperoleh layanan publik dengan lebih mudah dan



cepat, serta mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan

layanan tersebut.

Dalam proses pelayanan publik, penandatanganan dokumen adalah hal yang
sangat penting dan krusial. Dalam kegiatan administrasi pemerintah, dokumen
yang harus ditandatangani oleh pegawai pemerintah biasanya sangat banyak
dan memakan waktu yang cukup lama jika dilakukan secara manual. Oleh
karena itu, penggunaan sistem penandatanganan elektronik sangat membantu

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Selain itu, penggunaan sistem penandatanganan elektronik juga membantu
meningkatkan keamanan dokumen dan meminimalkan risiko penyalahgunaan
dokumen. Dokumen yang ditandatangani secara elektronik memiliki tingkat
keamanan yang lebih baik karena menggunakan teknologi enkripsi dan validasi

digital.

Namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yaitu : (1) Sistem
(aplikasi) SAKATO SIGN hanya bisa digunakan pada perangkat yang berbasis
android dan belum bisa digunakan perangkat yang berbasis I0S. Hal ini dikutip
dari hasil wawancara dengan Bapak Afrima Hengky. S. Kom selaku
programmer pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat pada Selasa, 16 Mei 2023. (2) Karena SAKATO
SIGN berbasis teknologi informasi yang online, penggunaannya memerlukan

akses internet yang stabil. Terutama ketika kepala dinas berada di luar daerah



dengan keterbatasan konektivitas, penggunaan SAKATO SIGN bisa terhambat
dan menyebabkan kendala dalam proses penandatanganan elektronik, hal ini
menyebabkan keterlambatan penyelesaian tanda tangan elektronik dalam
permohonan perizinan yang tidak sesuai dengan SOP. Hal ini dikutip dari hasil
wawancara dengan Bapak Adib Alfikri, S.E, M.Si selaku Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
pada Selasa, 18 Juli 2023. (3) Masih sering terjadi eror pada sistem dikarenakan
server masih terbagi pada sistem lain. Hal ini dikutip dari hasil wawancara
dengan Bapak Afrima Hengky, S. Kom selaku programmer pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
pada Selasa, 16 Mei 2023. (4) Waktu penyelesaian penandatanganan yang
masih belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, hal ini disebabkan karena sistem
SAKATO SIGN hanya bisa menandatangani perizinan hanya 30 permohonan
perizinan saja dalam sehari. Hal ini dikutip dari hasil wawancara dengan Bapak
Aswandi, SE, M.AP selaku Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dan Bapak
Zigri Muhammad Ichsan selaku masyarakat pada Selasa, 18 Juli 2023. (5)
Kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terkait tanda tangan
elektronik. Hal ini dikutip dari hasil wawancara dengan Bapak Ziqri
Muhammad Ichsan selaku masyarakat pada Selasa, 18 Juli 2023. (6) Tidak ada
sosialisasi yang diberikan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat terhadap pemahaman tanda tangan

elektronik tetapi hanya memberikan edukasi mandiri kepada masyarakat dan



pelaku usaha ketika ada yang kurang paham terkait tanda tangan elektronik.
Hal ini dikutip dari hasil wawancara dengan Bapak Aswandi, SE, M.AP selaku
Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat pada Selasa, 18 Juli 2023.

Untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu menerapkan Sistem Penandatangan Elektronik, juga
dikenal sebagai Sakato Sign. penggunaan Sakato Sign secara mandiri, dalam
kolaborasi dengan Lemsaneg (Lembaga Sandi Negara) dan Dinas Komunikasi
dan Informasi Provinsi Sumatera Barat. Salah satu cara untuk memberikan rasa
aman adalah dengan menggunakan sistem otentifikasi yang dikenal sebagai
tanda tangan digital, yang merupakan bagian dari tanda tangan elektronik,
untuk memastikan bahwa dokumen tersebut asli dan legal. Menurut Pasal 11
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tanda tangan elektronik memiliki
kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah. Dengan demikian,
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan E-
Government Dalam Pelayanan Publik Melalui Sistem Penandatanganan

Elektronik (Sakato Sign Studi Pada Dpmptsp Provinsi Sumatera Barat”

. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat disimpulkan

identifikasi masalah pada penelitian ini antara lain :



1.

Sistem (aplikasi) SAKATO SIGN hanya bisa digunakan pada perangkat
yang berbasis android dan belum bisa digunakan perangkat yang berbasis
IOS.

Karena SAKATO SIGN berbasis teknologi informasi yang online,
penggunaannya memerlukan akses internet yang stabil. Terutama ketika
kepala dinas berada di luar daerah dengan keterbatasan konektivitas,
penggunaan SAKATO SIGN bisa terhambat dan menyebabkan kendala
dalam proses penandatanganan elektronik, hal ini menyebabkan
keterlambatan penyelesaian tanda tangan elektronik dalam permohonan

perizinan yang tidak sesuai dengan SOP.

. Masih sering terjadi eror pada sistem dikarenakan server masih terbagi

pada sistem lain.

Waktu penyelesaian penandatanganan yang masih belum sepenuhnya
sesuai dengan SOP, hal ini disebabkan karena sistem SAKATO SIGN
hanya bisa menandatangani perizinan hanya 30 permohonan perizinan saja
dalam sehari.

Kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terkait tanda tangan
elektronik.

Tidak ada sosialisasi yang diberikan pihak Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat terhadap
pemahaman tanda tngan elektronik tetapi hanya memberikan edukasi
mandiri kepada masyarakat dan pelaku usaha ketika ada yang kurang

paham terkait tanda tangan elektronik.



C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan
maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah dan
pembahasan dalam penelitian ini dikhususkan pada Penerapan E-Goverment
dalam Pelayanan Publik Melalui Sistem Penandatanganan Elektronik Pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera

Barat.

D. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan Latar Belakang di atas, maka perumusan masalah
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan e-Government dalam Pelayanan Publik Melalui
Sistem Penandatangan Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat?

2. Apa saja faktor penghambat penerapan e-Government dalam pelayanan
publik melalui Sistem Penandatangan Elektronik pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat?

3. Bagaimana solusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumbar dalam mengatasi faktor Penghambat Penerapan

Sistem Penandatanganan Elektronik (SAKATO SIGN)?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini

bertujuan untuk:



1. Untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menjelaskan penerapan e-
Government dalam Pelayanan Publik Melalaui Sistem Penandatangan
Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sumatera Barat.

2. Untuk menganalisis faktor penghambat penerapan e-Government dalam
pelayanan publik melalui Sistem Penandatangan Elektronik pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera
Barat.

3. Untuk menganalisis solusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumbar dalam mengatasi faktor Penghambat
Penerapan Sistem Penandatanganan Elektronik.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis bagi
pengembangan teori dan konsep tentang penerapan E-Government dalam
pelayanan publik, terutama dalam hal penerapan sistem penandatanganan
elektronik. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam
tentang manfaat dan tantangan penerapan E-Government dalam pelayanan
publik, serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas layanan publik.

2. Manfaat praktis:
a. Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan Strata

Satu [lmu Administrasi Negara (S.AP).



b. Bagi DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat, penelitian ini diharapkan
dapat dijadikan masukan dan sekaligus dapat dijadikan bahan
evaluasi kerja DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat.

c. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha, penelitian ini diharapkan dapat

meningkatkan pengetahuan dan sumber informasi.
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